
 

 

 

 
GUBERNUR PAPUA TENGAH 

 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH 

NOMOR  29  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR PAPUA TENGAH, 

  

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah bagian Penyusunan dan Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Daerah 
yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang APBD kepada Menteri untuk 
memperoleh pengesahan sebelum ditetapkan menjadi 
Perkada oleh Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang……./2 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  9.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

12. Undang-Undang……./3 
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  12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
43);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

18. Peraturan Pemerintah……./4 

 

 

 

 

 

 

 



-4- 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang  
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang  
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6730); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk 
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

 

27. Peraturan Menteri……./5 
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  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 41);  

34. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang 
Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6459 Tahun 
2022 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur 
Papua Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022; 
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MEMUTUSKAN : 
 
 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur ialah Gubernur Papua 
Tengah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 

7. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja 
Daerah pada tahun anggaran yang sama. 

8. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja 
Daerah pada tahun anggaran yang sama. 

9. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit 
anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. 

10. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto 
dalam APBD. 

11. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu 
diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara 
bruto dalam APBD. 

12. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah 
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran 
tertentu. 

13. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi 
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. 

 

Pasal……./7 

 

 

 



-7- 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan Daerah tahun  anggaran  2022   direncanakan sebesar 
Rp 42.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

 

Pasal 3 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
direncanakan sebesar Rp 0,00; 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan 
sebesar Rp 0,00; 

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c direncanakan sebesar Rp 42.000.000.000,00. 

(4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (3)  bersumber dari Pendapatan  Hibah  dari  Pemerintah  Daerah  sebesar 
Rp 42.000.000.000,00. 

 

Pasal 4 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp42.000.000.000,00, yang terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
direncanakan sebesar Rp 31.596.666.600,00, yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Bunga; 

d. Belanja Subsidi; 

e. Belanja Hibah; dan 

f. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp 1.325.680.000,00; 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp 26.995.986.600,00; 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp 0,00; 

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp 0,00; 

(6) Belanja Hibah……./8 
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(7) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp 2.075.000.000,00; dan  

(8) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000,00. 

 

Pasal 6 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 
direncanakan sebesar Rp8.956.244.900,00, yang terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp0,00; 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp8.196.244.900,00; 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c direncanakan sebesar Rp0,00; 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00; 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp 700.000.000,00. 

 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 
direncanakan sebesar Rp 1.447.088.500,00. 

 

Pasal 8 

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 
direncanakan sebesar Rp 0,00.  

 

Pasal 9 

Anggaran Pembiayaan Daerah  Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp 0,00. 

 

Pasal 10 

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak. 

(3) Keadaan darurat……./9 
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mencakup: 

a. program pada kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/atau masyarakat. 

(5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
antara lain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam 
rangka menciptakan ketenteraman, keamanan, ekonomi, kesehatan, 
pendidikan, stabilitas sosial serta mendukung olahraga, perempuan, anak, 
ketertiban, pengendalian stabilitas sosial serta mendukung kegiatan yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya dan/atau kegiatan adat masyarakat 
Papua. 

(6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

(7) Dasar pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD 
untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah 
memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. 

(8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau 
kegiatan mendesak serta dokumen pertanggungjawabannya, ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur. 

 

Pasal 11 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I.a, Lampiran 
II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini, terdiri 
dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran I.a Rincian Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

3. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi 

4.Lampiran III……./10 
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4. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan beserta Keluaran; dan 

6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 

Pasal 12 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur. 

 

Pasal 13 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 
Tengah. 

Ditetapkan di Nabire 
pada tanggal 29 Desember 2022 
 
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, 

               CAP/TTD 

RIBKA HALUK 

 
Diundangkan di Nabire 
pada tanggal 30 Desember 2022 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH  

CAP/TTD 

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO  
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Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; 
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire; 
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire; 
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;  
5. Masing-masing yang bersangkutan. 

 
 
 



Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua Tengah
Nomor    : 29 Tahun 2022
Tanggal   : 29 Desember 2022

1 2 3 4
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.01 Pajak Daerah 0,00
4.1.02 Retribusi Daerah 0,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00
4.1.04 Lain‐lain PAD yang Sah 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ‐ Dana Perimbangan 0,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 0,00

Total Pendapatan Transfer 0,00
4.3 LAIN‐LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.01 Pendapatan Hibah 42.000.000.000,00
4.3.03 Lain‐lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang‐Undangan 0,00

Jumlah Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah 42.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 42.000.000.000,00

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN
JUMLAH
(Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 4
5.1.01 Belanja Pegawai 1.325.680.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.995.986.600,00
5.1.03 Belanja Bunga 0,00
5.1.04 Belanja Subsidi 0,00
5.1.05 Belanja Hibah 2.075.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000,00

Jumlah Belanja Operasi 31.596.666.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.196.244.900,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 60.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 700.000.000,00

Jumlah Belanja Modal 8.956.244.900,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.01 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.447.088.500,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga 1.447.088.500,00
5.4 BELANJA TRANSFER
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00

Jumlah Belanja Transfer 0,00
JUMLAH BELANJA 42.000.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) 0,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0,00



1 2 3 4
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00

Nabire, 29 Desember 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH

RIBKA HALUK




